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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Audit

2.1.1
Pengertian Audit

Menurut pendapat Alvin A. Arens dalam buku yang berjudul Auditing  Pelayanan Verifikasi dan Pendekatan Terpadu yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf, menyatakan bahwa :
“Auditing adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten dan independen”.









(hal 15 ;2003)


Dalam Kamus Istilah-istilah Akuntansi yang dibuat oleh Ardiyos mengemukakan :


“Auditing :
1. Verifikasi data akuntansi umtuk menentukan ketelitian   
dan kepercayaan atas laporan keuangan yang disajikan manajemen.

2. Pemeriksaan objektif atas laporan keuangan yang disertai pernyataan pendapat mengenai kewajiban penyajian laporan keuangan tersebut.”










(hal 86 ; 2002)

Dari berbagai definisi yang telah dikemukan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa auditing adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi bukti-bukti atas informasi untuk menilai kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan melaporkannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.2
Jenis-jenis Audit


Audit terdiri dari beberapa jenis diantaranya :
1. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menetukan apakah seluruh laporan (informasi yang diuji) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Umumnya, kriteria tersebut adalah pernyataan standar akuntansi keuangan, walaupun hal yang umum untuk melaksanakan audit laporan keuangan yang dibuat kas atau metode lainnya yang cocok bagi organisasi tersebut.

2. Audit Kepatuhan
Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menetukan apakah klien (auditee) telah mengikuti prosedur, tata cara, serta peraturan yang dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi.
3. Audit Operasional

Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas prosedur atau metode operasional perusahaan.
2.2
Audit Operasional


2.2.1
Pengertian Audit Operasional

Menurut pendapat Alvin A Arens dalam buku Auditing dan Pelayanan Verifikasi : Pendekatan Terpadu yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf, menyatakan bahwa :

“Audit operasional adalah tinjauan atas bagian tertentu dari prosedur serta metode operasional organisasi tertentu yang bertujuan mengevaluasi efisiensi dan efktivitas prosedur dan metode tersebut. Pada saat suatu audit operasional selesai dilaksanakan, manajemen biasanya akan mengharapkan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan”. 









(hal 19 ; 2003)


Sedangkan menurut Ardiyos dalam buku Kamus Istilah-istilah Akuntansi menyebutkan :

“Operasional audit adalah penilaian atau evaluasi terhadap kinerja manajemen dan sesuai kebijakan dan anggaran. Analisa organisasi dan operasi yang dilakukan meliputi penilaian struktur, kontrol, prosedur dan proses. Tujuannya adalah menilai efektivitas dan efisiensi bagian, aktivitas atau operasi suatu badan.”

   







          (hal 660 ; 2002)

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan operasional adalah suatu kegiatan pemeriksaan terhadap prosedur atau kegiatan operasional yang ada di perusahaan dengan tujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. 
2.2.2
Tujuan Audit Operasional
Pemeriksaan adalah suatu pengujian menyeluruh dengan tujuan menilai organisasi, kegiatan dan teknik manajemen. Pemeriksaan mencoba untuk menetapkan bagaimana tujuan perusahaan dicapai.

Beberapa tujuan audit operasional adalah sebagai berikut :

1. Menilai kinerja.
Setiap audit operasional meliputi penilaian kinerja orgainsasi yang ditelaah. Penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kegiatan organisasi dengan (1) tujuan, seperti kebijakan, standar, dan sasaran orgainsasi yang ditetapkan manajemen atau pihak yang menugaskan, serta dengan (2) kriteria penilaian lain yang sesuai.

2. Mengidentifikasi peluang perbaikan.

Peningkatan efektivitas, efisiensi dan ekonomi merupakan kategori yang luas dari pengklasifikasian sebagian besar perbaikan. Auditor dapat mengidentifikasi peluang perbaikan tertentu dengan mewawancarai individu (apakah dari dalam atau luar orgainisasi), mengobservasi operasi, menelaah laporan masa lalu atau masa yang berjalan, mempelajari transaksi, membandingkan dengan standar industri, menggunakan pertimbangan professional berdasarkan pengalaman, atau menggunakan saran dan cara lain yang sesuai.
3. Mengembangkan rekomendasi umtuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

Sifat dan luas rekomendasi akan berkembang secara beragam selama pelaksanaan audit operasional. Dalam banyak hal, auditor dapat membuat rekomendasi tertentu. Dalam kasus lainnya, mungkin diperlukan studi lebih lanjut di luar ruang lingkup penugasan, di mana auditor dapat menyebutkan alas an mengapa studi lebih lanjut pada bidang tertentu dianggap tepat.

Manfaat yang didapat dari diadakannya pemeriksaan operasional adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengungkapkan kekurangan dan ketidakberesan dalam setiap unsur yang diuji.

2. Untuk membantu manajemen mencapai administrasi operasi yang paling efisien.

3. Untuk mengusulkan kepada manajemen cara-cara dan alat-alat untuk mencapai tujuan apabila manajemen organisasi sendiri kurang pengetahuan tentang pengelolaan yang efisien.

4. Untuk mencapai efisiensi dari pengolahan.

5. Untuk membantu manajemen, auditor operasional berhubungan dengan setiap fase dari aktivitas usaha yang dapat merupakan dasar pelayanan kepada manajemen.

6. Untuk membantu manajemen pada setiap tingkat dalam pelaksanaan yang efektif dan efisien dari tujuan dan tanggung jawab mereka.
Dengan melihat uraian mengenai manfaat pemeriksaan operasional di atas, pada dasarnya dengan pemeriksaaan operasional diharapkan mampu menciptakan dan menjadikan aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan oleh perusahaan akan menjadi efeketif dan efisien.
2.2.3
Independensi Auditor Operasional
Untuk dapat melakukan pekerjaan dengan efektif, diperlukan adanya suatu sikap mental yang independen atau bebas dari segala pengaruh yang diperiksa. Seperti yang diungkapakan oleh Mulyadi dalam buku Auditing mengemukakan bahwa yang dimaksud independensi adalah sebagai berikut :

“Independensi berarti adanya kejujuran dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif dan tidak memihak dalam diri akuntan di dalam merumuskan dan meyatakan pendapatnya.”
     (26 ; 2002)

Auditor internal menempatkan independensi pada tingkat yang paling tinggi. Independensi memungkinkan auditor internal untuk membuat keputusan yang tidak bias dalam memberikan jasa kepada entitas. Tentu saja, karena auditor internal merupakan karyawan penuh dari entitas yang diaudit, maka auditor internal tidak memiliki independensi setajam yang dimiliki auditor eksternal. Independensi auditor internal diperoleh melalui status organisasi dan objektivitas.

1. Status Orgainsasi
Status organisasi membantu auditor internal mempertahankan independensinya. Seringkali, departemen audit internal melapor langsung kepada dewan direksi atau komite audit untuk memastikan bahwa departemen atau kelompok yang diaudit bukan merupakan organisasi tempat auditor harus melapor. Pada beberapa entitas, departemen auditor internal secara administratif melapor kepada salah satu departemen dalam entitas, tetapi juga tetap menjaga independensinya dengan terus berkomunikasi secara langsung dengan dewan direksi.

2. Objektivitas

Seluruh auditor internal harus seobjektif mungkin ketika melaksanakan suatu audit. Syarat auditor internal adalah memiliki sikap mental objektif dan independen ketika melaksanakan audit. Akibatnya, auditor internal tidak boleh mengurangi pertimbangannya atas suatu masalah audit di bawah pertimbangan lain. Di samping itu, objektivitas juga dapat menjadi lemah apabila auditor internal melakukan audit atas setiap kegiatan yang menjadi wewenang atau tanggung jawabnya. Penugasan staf auditor internal dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan, baik potensial maupun aktual. 
2.2.4
Kompetensi Auditor Operasional
Untuk meletakan kepercayaan terhadap hasil auditor intern, auditor independen  berkepentingan untuk menilai kompetensi. Dalam menetapkan kompetensi auditor intern biasanya mempertimbangkan informasi yang diperoleh dari pengalaman dalam audit sebelumnya dengan fungsi audit intern. Auditor intern dapat pula menggunakan standar profesional auditing intern sebagai kriteria untuk melakukan penilaian atas kompetensi. Pengertian kompetensi menurut Mulyadi dalam bukunya Auditing adalah :

“Anggota yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-bakinya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisiten dengan tanggung jawab profesi kepada publik diperoleh melalui pendidkan dan pengetahuan”.  










(58 :2002)



Jadi setiap anggota harus melaksanakan jasa pofesional dengan kehatian-kehatian, kompetensi dan ketentuan-ketentuan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan kemampuan profesioanl pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesionalnya yang kompeten berdasarkan perkembangan praktek, legislasi dan teknik yang paling muktahir.

2.2.5
Tahap-tahap Pemeriksaan Operasional
Suatu pemeriksaan operasional merupakan suatu pekerjaan besar bagi siapapun yang melaksanakannya. Pemeriksaaan operasional perlu memiliki suatu kerangka tugas untuk pedoman baginya dalam bekerja. Tanpa adanya kerangka yang tersusun baik, pemeriksa akan banyak mengalami kesulitan dalam melaksanakan pekerjaannya. Mengingat bahwa stuktur perusahaan maupun kegiatan perusahaan  sekarang ini sudah semakin maju dan rumit. Suatu kerangka yang diiringi dengan suatu program yang terperinci dapat memberikan dasar kerja pemeriksaan operasional.
Model pemeriksaan bukanlah suatu hal yang baru. Model merupakan sarana untuk memudahkan pemhaman suatu proses. Dalam pemeriksaan keuangan banyak sekali caranya, dan untuk pemeriksaan operasional meliputi:  


1. Pengenalan
Sebelum memulai suatu audit operasional, auditor atau konsultan, terlebih dahulu harus mengenali kegiatan atau fungsi yang sedang diaudit. Untuk melaksanakan hal ini, auditor menelaah latar belakang informasi, tujuan, struktur organisasi dan pengendalian kegiatan atau fungsi yang sedang diaudit, serta menentukan hubungannya dengan entitas secara keseluruhan.Disamping itu, auditor juga harus memahami dengan jelas tujuan dan ruang lingkup penugasan serta sifat pelaporan yang akan diterbitkan. Auditor juga harus menentukan apakah individu atau entitas yang meminta audit tersebut memiliki otoritas untuk memberi penugasan.

Tahap perencanaan audit operasional ini serupa dengan perencanaan pada audit keuangan, dimana auditor mengenali kegiatan yang akan diaudit serta merencanakan penyusunan staf yang akan ditugaskan berikut pendekatan audit yang diperlukan. Akan tetapi, karena audit operasional lebih beragam, maka penentuan tujuan khusus pada audit operasional seringkali cukup sulit dibandingkan dengan menentukan tujuan pada audit keuangan.

2. Survei

Selama masa survei dari audit operasional yang lebih dikenal sebagai survey pendahuluan (preliminary survey), auditor harus berusaha mengidentifikasi bidang masalah dan bidang penting yang menjadi kunci keberhasilan kegiatan atau fungsi yang sedang diaudit. Biasanya digunakan kuesioner untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu didalami lebih jauh dari kegiatan atau fungsi tersebut.
3. Pengembangan Program

Pada awalnya auditor menyususn program pekerjaan berdasarkan tujuan audit, yang merinci pengujian dan analisis yang harus dilakukan atas bidang-bidang yang dianggap penting dari hasil survei pendahuluan. Di samping itu , auditor juga menjadwalkan kegiatan kerja, menugaskan personel yang sesuai, menentukan keterlibatan personel lainnya dalam penugasan serta menelaah kertas kerja audit.
4. Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan audit merupakan tahap utama dari audit operasional. Auditor melaksanakan prosedur audit yang telah ditentukan dalam program audit untuk mengumpulkan bukti-bukti, melakukan analisis, menarik kesimpulan dan mengembangkan rekomendasi. Selama melakukan pekerjaan lapangan, auditor harus menyelesaikan setiap langkah audit yang spesifik dan mencapai tujuan audit secara keseluruhan untuk mengukur efektivitas, efisiensi dan ekonomis. Jenis bukti audit seperti bukti fisik, pernyataan oleh pihak ketiga, bukti matematis, dokumentasi, pernyataan oleh personel klien, keterkaitan data serta evaluasi pengendalian internal juga berlaku untuk kegiatan audit operasional. Seperti pada audit keuangan, auditor juga harus mendapatkan bukti kompeten yang memadai sehingga memberikan dasar yang layak untuk menarik kesimpulan.
5. Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan tahap yang penting bagi keberhasilan keseluruhan audit operasional yang dilakukan. Laporan audit oprasional pada umumnya mengandung  dua unsur utama. Yaitu :

· Tujuan penugasan, ruang lingkup serta pendekatan

· Temuan-temuan khusus dan rekomendasi

Laporan ini juga mencantumkan ikhtisar eksekutif yang meyoroti intisari dan kesimpulan dari rincian laporan tersebut. Karena pada umumnya laporan ini tidak dikirimkan kepada pihak ketiga, mka susunan kalimat yang digunakan spesifik.


Sedangkan menurut Alvin A Arens dalam buku Auditing dan Pelayanan Verifikasi : Pendekatan Terpadu  yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf mengemukakan :

“Ada tiga tahap dalam audit operasional :

1. Perencanaan

2. Pengumpulan dan evaluasi bahan bukti

3. Pelaporan serta tindak lanjut.”







        (hal 771 ; 2003)


Adapun uraian dari ketiga tahap pemeriksaan operasional di atas adalah sebagai berikut :
1. Perencanaan

Tahapan ini hampir sama dengan perencanaan dalam pemeriksaan laporan keuangan. Operasional audit harus dapat menetukan ruang lingkup penugasan dan menyampaikan hal tersebut kepada unit organisasi. Perlu juga menentukan staf yang tepat dalam penugasan, mendapat informasi latar belakang unit organisasi, memahami struktur pengendalian intern dan bahan bukti yang tepat harus dikumpulkan. Perbedaan utama perencanaan audit operasional ini adalah banyaknya keragaman serta menggunakan lebih banyak waktu dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan kesepakatan akan maksud penugasan dan kriteria untuk evaluasi.

2. Pengumpulan dan Evaluasi Bahan Bukti
Auditor operasional harus mengumpulkan cukup bahan bukti kompeten agar menjadi dasar yang layak, guna menarik kesimpulan mengenai tujuan yang sedang diperiksa.
3. Pelaporan dan Tindak Lanjut

Laporan operasional biasanya dikirim hanya untuk pihak manajemen dan salinan untuk unit yang diperiksa. Tidak adanya pemakai piahak ketiga mengurangi kebutuhan akan kebakuan kata-kata dalam laporan audit operasional. Laporan audit operasional memerlukan penyusunan laporan secara khusus untuk menyajikan ruang lingkup, temuan dan rekomendasi. Tindak lanjut merupakan hal biasa dalam audit operasional jika rekomendasi-rekomendasi disampaikan kepda manajemen. Tujuannya adalah memastikan apakah perubahan yang direkomendasikan telah dilakukan dan apa alasannya jika rekomendasi tersebut tidak ditindak lanjuti. 

2.2.6
Keterbatasan Pemeriksaaan Operasional

Walaupun pemeriksaaan operasional telah direncanakan dengan baik, namun pemeriksaan operasional ini memiliki berbagai keterbatasan. Menurut Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya Manajemen Operasional Suatu Pengantar menyatakan bahwa keterbatasan pemeriksaan operasional meliputi :

“1. Waktu


  2. Keahlian Pemeriksa Operasional


  3. Biaya”









(hal 25 ; 2001)


Keterbatasan peeriksaaan operasional tersebut dijelskan sebagai berikut :
1. Waktu

Waktu adalah faktor yang sangat membatasi, karena pemeriksa harus memberikan informasi kepada manajemen dengan segera untuk memcahkan masalah yang dihadapi. Karena itu penting kiranya diperhatikan bahwa pemeriksaan operasional perlu dilakukan secara teratur untuk menjamin bahwa permasalahan yang penting tidak menjadi kronis dalam perusahaan.
2. Keahlian Pemeriksa Operasional

Auditor dalam pemeriksaan operasional ini tidak mungkin menguasasi berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan perusahaan. Auditor hanya lebih ahli dalam bidang pemeriksaaan daripada operasi usaha perusahaan.

3. Biaya

Pemeriksa operasional harus selalu ingat bahwa biaya juga merupakan batasan pekerjaan. Karenanya, biaya pemeriksaaan itu sendiri harus lebih kecil daripada jumlah uang yang berhasil dihemat.

2.3
Dasar-dasar Perkreditan

2.3.1
Pengertian Kredit


Penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit mencapai 70%-80% dari volume usaha bank. Oleh karena itu sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga. Terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit. Kedua, penyaluran kredit memberikan spread yang pasti sehingga beasrnya pendapatan dapat diperkirakan. Ketiga, sumber dana bank berasal dari dana masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.


Dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya yang dibuat oleh Kasmir menyatakan menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan :

“Kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”
 








(92 :2001)

Definisi kredit tersebut memberikan konsekuensi bagi bank dan peminjam mengenai hal-hal berikut :

· Penyedian uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu oleh bank (kreditur)

· Kewajiban debitur mengembalikan kredit yang diterimanya

· Jangka waktu pengembalian kredit

· Pembayaran bunga

· Perjanjian kredit

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti “credere” artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa yang disalurkannya pasti akan dikembalikan oleh sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuik membayar sesuai dengan jangka waktu.

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, bank terlebih dahulu mengadakan analisi kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis kredit ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dapat memberikan data-data fiktif sehingga sebenarnya kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang akan disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. Namun faktor salah analisis bukanlah merupakan faktor utama penyebab kredit macet walaupun sebagian terbesar kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Misalnya kebanjiran atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan.

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan kredit tersebut beragam. Dikatakan beragam karena dilihat dahulu penyebabnya. Jika memang nasabah bisa dibantu, maka tindakan membantu apakah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Namun jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah.   

2.3.2
Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu faslitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan
Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercyaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan oleh penelitian penelidikan tentang nasabah baik intern maupun dari ekstern. Penelitian dari penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan masa sekarang terhadap nasabah pemohon kredit. 
2. Kesepakatan
Disamping unsur percaya,  di dalam krdit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
4. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin beasr resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bankrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas Jasa
Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.3.3
Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain :

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus menerus menderita kerugian, mka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan). 

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dan ainvestasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang diksalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, megingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah :
· Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank

· Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga akan meyedot tenaga kerja yang masih menganggur.

· Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang  beredar di masyarakat.

· Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.

· Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Kemudian disamping tujuan di atas, suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang
Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jiak uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. 

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas barang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi lebih berguna atau bermanfaat.
4. Meningkatkan peredaran uang
Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi karena dengan danya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa. 

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegiatan berusaha, apa lagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka semakin besar akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi penganguran. Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menerima rumah kontrakan atau jasa lainnya.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional
Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

2.3.4
Jenis-jenis Kredit

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kreit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya yntuk membangun apbrik atau mesin-mesin. Pendek kata masa pemakaiannnya untuk suatu periode yang relatif lebih lama.

b. Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionallnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-baiaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk mengahsailkan barang atau jasa. Sebagai comtohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan barang tambang atau kredit industri lainnya.

b. Kredit konsumtif
Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit modal priabdi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.
c. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.
3. Dilihat dari segi jangka waktu
a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jiak untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun samapai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk atau pternakan kambing.
c. Kredit jangka panjang
Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti peruamahan.
4. Dilihat dari segi jaminan
a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan denagn suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.
b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan denagn melihat prospek usaha dan character serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.
5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian, meruapak kredit yang  dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.
e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit profesi, diberikan kepada para profesioanl sepeti dosen, dokter atau pengacara.

g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembanguan atau pembelian perumahan.

h. Dan sektor-sektor lainnya.

2.3.5
Prinsip-prinsip Perkreditan

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kredit biasanya bank melakukan penilaian terhadap hal-hal di bawah ini :
· Character 
Penilaian karakter nasabah merupakan masalah yang cukup kompleks karena berkaitan dengan waktu dan perilaku seseorang baik secara individual maupun komunitas atau lingkungan usahanya. Pejabat analis dalam melakukan penilaian karakter debitur perlu memperhatikan terutama sifat-sifat sebagai berikut : kejujuran, ketulusan, kecerdasan, kesehatan, kebiasaan-kebiasaan, temperamental, kaku, membanggakan diri secara berlebihan dan sebagainya. Informasi lain yang juga sangat krusial untuk diketahui adalah apakah calon debitur tersebut masuk dalam daftar orang tercela (DOT) atau daftar hitam. Untuk mendapatkan infomasi tambahan mengenai pribadi calon debitur di samping dapat diketahui dari biodatanya juga dapat diperoleh melalui lingkungan usahanya, misalnya asosiasi usaha. 
Pada prinsipnya penilaian karakter nasabah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana itikad baik dan kemauan debitur untuk melunasi kewajibannya (willingness to pay) sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian kredit. 
· Capacity
Capacity berkaitan dengan kemampuan peminjam mengelola usahanya secara sehat untuk kemudian memperoleh laba sesuai yang diperkirakan. Penilaian kemampuan tersebut perlu untuk mengetahui sejauh mana hasil usaha debitur dapat membayar semua kewajibannya (ability to pay) tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit. Selanjutnya untuk mengukur capacity debitur harus dilakukan penelitian terhadap kemampuannya di bidang manajemen, bidang keuangan, pemasaran, dan kemampuan di bidang teknis. Dengan demikian penilaian kemampuan ini pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan debitur mengelola usahanya sehingga dapat berkembang dengan memanfaatkan kredit bank.

· Capital 
Penilaian modal dilakukan untuk melihat apakah debitur memiliki modal yang memadai untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Semakin besar jumlah modal yang ditanamkan oleh debitur ke dalam usaha yang akan dibiayai dengan dana bank semakin menunjukan keseriusan debitur untuk menjalankan usahanya tersebut. Di samping itu, besarnya modal akan memperkuat daya tahan usaha nasabah menghadapi siklus atau fluktuasi bisnis. Penilaian terhadap permodalan ini penting mengingat kredit yang diberikan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai keseluruhan dana atau modal yang dibutuhkan debitur. Karena itu idealnya, jumlah kredit bank tidak melebihi jumlah modal yang ditanamkan debitur. Modal yang dimaksudkan di sini dapat berupa barang-barang bergerak dan tidak bergerak.

· Collateral
Penilaian barang jaminan (collateral) yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit bank yang diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauhmana nilai barang jaminan atau agunan tersebut dapat menutupi risiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban debitur. Fungsi jaminan di sini adalah sebagai alat pengamanan terhadap kemungkinan tidak mampunya debitur melunasi kewajibannya. Dalam hubungan ini suatu proyek yang akan dibiayai mungkin feasible namun belum tentu bankable atau memenuhi syarat untuk memperoleh kredit bank akibat misalnya tidak memadainya jaminan. 
· Condition of economy
Prinsip C terakhir adalah kondisi ekonomi yaitu berkaitan dengan keadaan perekonomian suatu saat tang secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha debitur. Untuk meneliti kondisi ekonomi perlu diperhatikan keadaan konjungtur. Begitu pula peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah yang mungkin akan berdampak pada perekonomian secara regional, nasional dan internasional terutama yang berhubungan dengan sector usaha debitur. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain mencakup yaitu pertama, masalah pemasaran yang meliputi perkiraan permintaan, daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, barang substitusi, dan sebagainya. Kedua, masalah proses produksi yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, ketersediaan bahan baku, dan sebagainya. Ketiga, keberadaan pasar modal dan pasar uang, kredit penjual, kredit pembeli dan perubahan suku bunga dan sebagainya.
2.3.6
Aspek-aspek Penilaian Kredit

Di samping prinsip dan konsep penilaian kredit, maka dalam melakukan analisis kredit sangat penting melakukan penilaian terhdap aspek yang menyangkut kegiatan usaha calon debitur yaitu :

1. Aspek Pemasaran

Penilaian yang perlu ditekankan di sini adalah menyangkut daya beli masyarakat (purchasing power), kompetisi, pangsa pasar, kualitas produksi dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi perkembangan usaha debitur. Analisis pemasaran perlu dilakukan untuk melihat kondisi pasar saat ini, meliputi jumlah penawaran yang sudah ada untuk jenis produk yang direncanakan peminjam dan kemampuan pasar menyerap produk debitur. Demikian pula prospek pemasaran perlu diperhatikan perkembangan permintan di masa yang akan datang.
2. Aspek Teknis
Penilaian terhadap aspek teknis ini antara lain meliputi kelancaran produksi, kapasitas produksi, mesin-mesin dan peralatan, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku. Di samping itu kualitas tenaga kerja yang dimiliki fasilitas teknis yang ada cukup mempengaruhi penilian aspek teknis.
3. Aspek Manajemen

Dalam penilaian aspek manajemen, perlu diperhatikan struktur organisasi dan anggota-anggota manajemen termasuk kemampuan dan pengalamannya serta pola kepemimpinan yang diterapkan oleh top manajemen. Perlu diperhatikan apakah pengelolaan dan kepengurusan perusahaan ada tanda-tanda one man show management.
a. Aspek Yuridis

Penilaian aspek yuridis ini antara lain meliputi status hukum badan usaha misalnya akte pendirian yang telah disahkan oleh yang berwenang, legalitas usaha meliputi kelengkapan izin usaha dan yang cukup penting adalah bagaimana legalitas barang-barang jaminan yaitu kepemilikannya harus didukung dengan dokumen yang sah dan dalam pengusaan calon debitur.

b. Aspek Sosial Ekonomi

Penilaian atas aspek ini pada dasrnya untuk mengetahui apakah usaha yang akan dibiayai dengan kredit bank tersebut diterima atau memberi dampak positif atau negatif terhadap lingkungan masyarakat setempat. Sehubungan ini perlu diperhatikan apakah proyek tersebut mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat atau mungkin bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan agama masyarakat setempat.
c. Aspek Finansial
Penilaian aspek keuangan ini meliputi keadaan keuangan perusahaan debitur  yang akan dibiayai. Untuk melakukan penilaian keuangannya perlu diperoleh data-data mengenai laporan keuangan, arus dana, realisasi, produksi, realisasi produksi, pembelian dan penjualan. Di samping itu laporan summer dan penggunaan dana akan sangat membantu dalam melakukan penilaian secara akurat.
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